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ABSTRAK 

SARI’AH (2022)  :    Implementasi Penjualan Titipan Aneka Kue Antara  

Pelaku Home Industry dan Pedagang di Perumahan 

Widya Graha Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi 

Syariah 

 

 

Pelaku Home Industry di Perumahan Widya Graha Pekanbaru mayoritas 

melakukan kegiatan usaha jual beli dengan sistem Titipan.  Konsniyasi adalah 

kegiatan penitipan barang dagangan kepada seseorang untuk dijualkan dengan 

pembayaran kemudian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Implementasi Penjualan Titipan Aneka Kue Antara  Pelaku Home Industry dan 

Pedagang di Perumahan Widya Graha Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah. 

Penelitian ini dilakukan di Perumahan Widya Graha Kota Pekanbaru,. sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Dalam menentukan jumlah sampel, 

penulis menggunakan teknik purposive Sampling. Teknik pengumpulan data  

yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

kemudian dianalisis menggunakan deskriptip kualitatif. Hasil penelitian diketahui 

bahwa implementasi Penjualan Titipan aneka kue diawali dengan adanya 

perjanjian kerjasaama antara kedua belah pihak, Penjualan tersebut meliputi 

jumlah dan jenis makananan, pembagian hasil penjualan serta kejelasan mengenai 

makanan yang tidak habis terjual. Pembayaran upah dilakukan setiap hari setelah 

penjualan makanan berakhir dengan pembagian sebesar 80 : 20, dimana sebesar 

80 % kepada pemilik kue, dan sebesar 20% kepada penjual. Dalam 

pelaksanaannya ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti makanan yang 

tidak habis terjual serta persaingan antar pedagang yang lain. Dalam konsep 

ekonomi Islam Penjualan Titipan aneka kue tersebut disebut dengan akad wakalah 

bil ujrah, untuk itu Penjualan tersebut telah sesuai dengan perspektif ekonomi 

islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam mewajibkan setiap individu berusaha untuk mencari rezeki 

dengan cara yang baik, halal, dan bersih supaya rezeki yang diperAntara  

diridhai-Nya. Allah memberi keutamaan kepada manusia dengan 

menganugerahi sarana yang lebih sempurna dibandingkan makhluk yang 

lainnya, yaitu diberikan akal, pikiran, agar dapat berikhtiar dalam mencari 

rezeki.
1
  

Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Kewirausahaan 

adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk beresiko dengan 

menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha melalui 

suatu usaha dan menjadikan berhasil. Islam mendorong setiap amal 

perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu bagi umat 

manusia, atau memperindah kehidupan mendatangkan kemakmuran dan 

kesejahteraan keluarga ataupun masyarakat sekitarnya.
2
 Salah satu bentuk 

usaha untuk mencari rezeki adalah berwirausaha dalam bentuk home 

Industry. 

Home Industri atau juga bisa disebut industri rumah tangga 

merupakan suatu bentuk peluang usaha yang saat ini banyak dilakukan 

                                                             
1
 Izza Rohman Nahrowi, Agar Rezeki Yang Mencarimu, (Jakarta: Zaman, 2014), h. 114.

 

2
 Rinato Sofyan, Bisnis Syariah Mengapa Tidak, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 

h. 89. 
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secara mandiri ataupun kelompok, yang biasanya masih mempunyai 

hubungan kerabat. Home industry adalah rumah usaha tempat mengolah 

barang mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai 

tambah untuk memberikan keuntungan. Usaha kecil ini biasanya tidak 

membutuhkan banyak modal dan alat-alat yang dibutuhkan juga masih 

manual. Ditengah banyaknya pengangguran dan sulitnya mencari lapangan 

pekerjaan, home industry dapat menjadi sarana untuk mendapatkan 

penghasilan dan ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat. 

Memperkuat sektor usaha kecil dan menengah sesungguhnya 

merupakan dasar dalam mewujudkan kesejahteraan dan pengembangan 

ekonomi masyarakat. Membangun usaha kecil adalah suatu pilihan mutlak 

bagi pusat dan daerah untuk dapat turut serta dalam memberdayakan potensi 

daerah.  

Gambaran tentang home industry tersebut banyak dilakukan oleh  

masyarakat di Perumahan Widya Graha Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil 

penelitian awal, banyak masyarakat yang melakukan usaha pembuatan 

berbagai jenis kue dan sarapan pagi dalam home industry tersebut. 

Selanjutnya untuk sistem penjualan, masyarakat di Perumahan Graha Widya 

tersebut melakukan penitipan ke kedai-kedai khusus yang menjual aneka kue 

dan sarapan pagi. Kegiatan penitipan dagangan kue yang dilakukan oleh  

masyarakat di Perumahan Graha Widya tersebut disebut dengan sistem 

Titipan. 
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Penjualan Titipan adalah pengiriman atau penitipan barang dari 

pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan 

memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik 

barang sampai barang tersebut terjual. Sistem penjualan Titipan ini dapat 

dipakai untuk penjualan semua jenis produk. Dalam hubungan dengan 

penjualan Titipan, pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut 

muwakkil (orang yang mewakilkan). Sedangkan, pihak yang menerima 

titipan barang disebut wakil (orang yang mewakili).
3
 

Pada sistem penjualan Titipan ini, pihak wakil menetapkan perjanjian 

mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barang-

barang Titipan. wakil bertanggung jawab terhadap barang-barang yang 

diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut terjual kepada pihak 

ketiga. Wakil berhak mempereroleh  penggantian biaya dan imbalan atas 

penjualan barang tersebut. Transaksi dengan cara penjualan Titipan 

mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan 

secara langsung. Salah satu keuntungan penjualan Titipan adalah dapat 

memperluas daerah pemasaran produk. Semakin luas daerah pemasaran, 

maka semakin terbuka peluang untuk meningkatkan penawaran atas produk 

tersebut. Selanjutnya, hal ini memungkinkan bagi pelaku usaha tersebut 

untuk meningkatkan jumlah penjualan produk. Secara tidak langsung, 

penjualan Titipan mendorong pengembangan usaha, karena peningkatan 

                                                             
3
 Arifin, Pokok- Pokok Akuntansi Lanjutan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), h. 

148. 



4 

 

 
 

jumlah penjualan merupakan salah satu indikator dalam pengembangan 

usaha. 

Selanjutnya berdasarkan hasil pra riset yang telah dilakukan, penulis 

menemukan bahwa kegiatan jual beli dengan sistem titipan tersebut 

berhadapan dengan beberapa masalah atau kendala dalam praktiknya. 

Masalah-masalah tersebut antara lain persaingan yang ketat dengan produk 

sejenis, serta penempatan produk yang tidak strategis Antara  pihak wakil. 

Masalah-masalah tersebut mempengaruhi tingkat penjualan produk tersebut 

dan kesulitan dalam mengembangkan usaha. 

Untuk itu, berdasarakan latar belakang dii atas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut 

dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul Implementasi Penjualan 

Titipan Aneka Kue Antara  Pelaku Home Industry dan Pedagang di 

Perumahan Widya Graha Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah. 

B. Batasan Masalah  

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada 

konsep Penjualan Titipan aneka kue Antara  masyarakat di Perumahan Graha 

Widya Kota Pekanbaru. 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi Penjualan Titipan aneka kue Antara  pelaku 

home industry dan pedagang di Perumahan Graha Widya Kota 

Pekanbaru? 

2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap Penjualan Titipan aneka 

kue Antara  pelaku home industry dan pedagang di Perumahan Graha 

Widya Kota Pekanbaru? 

D. Tujuan Penelitian  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi Penjualan titipan aneka kue Antara  

pelaku home Industri dan pedagang di Perumahan Graha Widya Kota 

Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap Penjualan titipan 

aneka kue Antara  pelaku home Industri dan pedagang di Perumahan 

Graha Widya Kota Pekanbaru 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperAntara  gambaran mengenai apa yang akan dibahas, 

tulisan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi pemaparan landasan teori mengenai 

implementasi Penjualan Titipan aneka kue Antara pelaku home 

industry 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang metode penelitian seperti, jenis 

penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, 

sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, 

serta metode penulisan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai implementasi Penjualan Titipan aneka kue Antara  

pelaku home industry dan pedagang di Perumahan Widya Graha 

Kota Pekanbaru menurut ekonomi islam.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran 

yang dikemukakan Antara  penulis atas dasar analisa yang 

dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Implementasi  

1. Pengertian Implementasi  

Implementasi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa 

Inggris yaitu implementation, artinya: pelaksanaan atau penerapan.
4
 

Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, implementasi dapat diartikan dengan 

pelaksanaan, atau perihal (perbuatan, usaha) atau perihal mempraktikkan.
5
 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. 

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah 

kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy 

output) yang dilakukan Antara  para implementor kepada kelompok 

sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.  

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan 

bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Antara  

pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah 

maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan 

yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan 

yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang 

                                                             
4
 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris – Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia 

Pusaka Utama, Cetakan XXVII, 2003), h. 313.  

5
 WJS. Poewardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 

2005), h. 650. 
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telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah 

direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan 

memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.
6
 

B. Penjualan Titipan 

1. Pengertian Titipan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah Titipan 

diartikan sebagai kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau 

orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian. Sedangkan 

penjualan dengan sistem Titipan yaitu pengiriman atau penitipan barang 

dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan 

dengan tujuan untuk dijualkan dengan adanya imbalan komisi. Hak milik 

barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut 

terjual .
7
 Dalam penjualan Titipan tersebut, pemilik barang disebut 

muwakkil (orang yang mewakilkan) dan pihak yang dititipkan barang 

disebut sebagai wakil (orang yang mewakili).  

Pihak muwakkil  (orang yang mewakilkan) menetapkan upah atau 

imbalan kepada wakil (orang yang mewakili) sebagai pihak yang 

bertanggung jawab atas barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai 

barang-barang tersebut terjual kepada pihak ketiga atau konsumen. Pihak 

wakil tidak memiliki kewajiban kepada pihak muwakkil selain tanggung 

                                                             
6
 Http://wikipedia.org// (Diakses pada tanggal 22 Maret 2022, Pukul 21.30 WIB.) 

7
 Widayat, Utoyo. Akuntansi: Angsuran, Titipan dan Cabang. (Jakarta: LPFE-UI, 2001), h. 

25. 
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jawab atas barang yang diserahkan/dititipkan kepadanya.
8
 

2. Karakteristik Penjualan Titipan 

Terdapat beberapa karakteristik dalam Penjualan Titipan sebagai 

berikut:  

a. Pemilikan atas barang yang dijual-belikan masih menjadi milik 

muwakkil sampai barang tersebut terjual. 

b.  Muwakkil  tetap bertanggung jawab atas barang yang dijual dan biaya 

yang dikeluarkan untuk barang Titipan sejak barang dikirim sampai 

barang terjual oleh  wakil.  

c. Wakil berkewajiban menjaga keamanan dan keselamatan barang yang 

dijual sampai barang tersebut habis terjual.
9
 

Dari ciri beberapa karakteristik di atas, maka penjualan Titipan 

memiliki perbedaan dengan penjualan biasa. Dimana pada penjualan biasa 

pada umumnya hak milik barang telah berpindah tangan jika barang telah 

dikirim oleh  penjual kepada pembeli. Sedangkan penjualan Titipan hak 

milik barang tetap berada di tangan muwakkil . Hak milik barang baru 

berpindah tangan jika barang telah terjual oleh  wakil kepada pihak 

lainnya.  

Selanjutnya dalam transaksi penjualan biasa semua biaya operasi 

yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung oleh  pihak 

penjual. Tetapi dalam penjualan Titipan semua biaya yang berhubungan 

                                                             
8
 Drebin, Allan R. Akuntansi Keuangan Lanjutan.( Jakarta: Erlangga, 1991), hlm, 158 

9
Sucipto, Toto, Sunyanto dan Sri Pamardiyati. Akuntansi Keuangan: Untuk Sekolah 

Menengah Kejuruan Kelompok Bisnis dan Manajemen. (Bandung: Angkasa. 1999), hlm, 67-68. 
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dengan barang Titipan akan ditanggung oleh  pihak muwakkil. 

Ketidakberpindahan hak milik dalam penjualan Titipan mengakibatkan 

biaya operasional dan uang penjualan menjadi kewajiban dan hak 

muwakkil. Sedangkan pihak wakil akan menerima fee atau upah dari 

transaksi penjualan barang yang laku. Sebagai penerima amanat, waKil 

tidak diperbolehkankan untuk menggunakan hasil penjualan produk 

tersebut tanpa izin dari pihak muwakkil.
10

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Penjualan Titipan 

Adapun kelebihan dan kekurangan Titipan sebagai berikut: 

a. Kelebihan Titipan 

1) Bagi Penitip Barang (Muwakkil) 

a) Alternatif cara menjual produk tanpa mengeluarkan banyak 

biaya sewa tempat dan promosi.  

b) Meningkatkan jangkauan konsumen, karena dapat menitipkan 

produk pada penyalur di lain daerah tanpa berjualan langsung 

di daerah tersebut. 

c) Memperbesar jumlah keuntungan, karena berkurangnya biaya 

sewa tempat dan promosi 

d) Jalan pintas mengembangkan market share 

e) Kesempatan melakukan riset minat produk ke lebih banyak 

konsumen 

f) Potensi membangun Penjualan jangka panjang 

                                                             
10

 Arifin. Pokok-Pokok Asuransi Lanjutan. (Yogyakarta: Liberty. 1999), h. 147-148. 
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2) Bagi penjual barang yang dititipkan (Wakil) 

a) Kesempatan menentukan persentase harga sendiri, selama 

konsumen mau membeli barang Titipan. 

b) Bisa mendapat keuntungan tanpa memproduksi barang sendiri. 

c) Barang Titipan dapat diretur jika tidak laku, sehingga minim 

atau bahkan hampir tidak mungkin mengalami kerugian 

d) Ragam barang yang dijual di toko makin banyak, sehingga 

berpotensi menarik lebih banyak konsumen.
11

 

b. Kekurangan Sistem Titipan 

1) Bagi pemilik barang (Muwakkil) 

a) Sebagian besar penjualan Titipan menggunakan sistem utang 

dagang, sehingga pemilik barang tidak akan mendapat 

pembayaran sebelum barangnya di pihak penyalur terjual. 

b) Saat produk tidak laku, penitip barang Titipan wajib 

mengambil kembali barangnya meskipun sudah kadaluarsa. 

c) Tidak semua produk bisa dijual dengan sistem penjualan 

Titipan, sehingga penitip barang harus riset dulu apakah 

produknya bisa dijual dengan Titipan atau tidak. 

d) Jika salah pilih penyalur, pihak penitip barang berpotensi 

mengalami kerugian dalam jumlah besar 

2) Bagi penjual barang yang dititipkan (Wakil) 

                                                             
11

 Https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/27 (Diakses pada tanggal 24 Maret 2022, 

pukul  09.30 wib) 
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a) Penjual dituntut menata posisi barang Titipan sebaik mungkin, 

agar barang tersebut terjual sesuai ekspektasi penitip barang. 

b) Penitip umumnya tidak mau menanggung kerusakan barang 

yang dititipkannya, sehingga risiko ini mau tidak mau harus 

ditanggung Penjual. 

c) Biaya perawatan dan pemeliharaan dalam penjualan Titipan 

biasanya ditanggung Penjual, tidak peduli barang Titipan laku 

atau tidak. 

d) Penjual berpotensi terlibat dalam konflik antar penitip barang, 

apalagi jika barang Titipan tersebut berjenis sama.
12

 

4. Syarat Perjanjian Titipan 

Sama seperti kesepakatan bisnis lainnya, Titipan adalah Penjualan 

yang membutuhkan perjanjian resmi di atas kertas. Hal ini guna 

melindungi hak-hak pihak terlibat di dalamnya, baik si penitip barang 

maupun penyalurnya. Sebelum melakukan perjanjian Titipan, ada 

beberapa syarat perlu dipenuhi, yaitu: 

a. Perjanjian Titipan ditandatangani di atas materai. Titipan adalah 

transaksi dengan potensi untung/rugi secara materiil, sehingga 

perjanjian bermaterai sangat diperlukan. 

b. Kedua belah pihak wajib melakukan negosiasi pembagian keuntungan 

sebelum penjualan Titipan disepakati dan menulis persentase 
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pembagian, serta sanksi yang menyertai apabila terdapat pihak 

melakukan pelanggaran.
13

 

C. Wakalah  

1. Pengertian Wakalah 

Wakalah berasal dari wazan wakalah-yakilu-waklan yang berarti 

menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah 

pekerjaan wakil. Sehingga wakalah dapat di artikan sebagai penyerahan 

sesuatu oleh  seseorang yang mampu di jadikan sendiri sebagian dari suatu 

yang biasa di ganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya 

semasa hidupnya.
14

 

Wakalah mempunya beberapa pengertian menurut bahasa, yang 

berarti perlindungan (al hifdz), pencukupan (al kifayah), tanggungan (al 

dhaman), atau pendelegasian (al tafwidh), yang diartikan juga dengan 

memberikan kuasa atau mewakilkan. Wakalah termasuk salah satu akad 

yang menurut kaidah Fiqih Muamalah adalah akad yang dapat di terima.
15

 

Al Qur’an juga menggunakan akar kata yang sama pada beberapa 

ayat, diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 173 dan surat As Syura ayat 

6, yang berbunyi: 

ْٛمُ  كِ َٕ َِعْىَ انْ َٔ  ُ
 حَسْجُُبَ اّللهه

Artinya: “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik- 

                                                             
13

 Ibid 

14
 Abu Bakar Muhammad, Fiqih Islam, (Surabaya: Karya Abditama, 2010, h. 163. 

15 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed. ke- 1, Cet. ke-7, h. 231. 
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baik penolong”.(Ali Imran ayat 173)
16

 

ْٛمٍ  كِ َٕ ِٓىْ ثِ ْٛ َْتَ عَهَ يَبٓ اَ َٔ ىْْۖ  ِٓ ْٛ ْٛظٌ عَهَ ُ حَفِ
نِٛبَۤءَ اّللهه ْٔ ّٖٓٓ اَ َِ ْٔ ٍْ دُ ا يِ ْٔ ٍَ اتَّخَزُ ْٚ انَّزِ َٔ  

Artinya: “Dan orang- orang yang mengambil pelindung- pelindung selain 

Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka, dan kamu (ya 

Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi 

mereka”. (As Syura ayat 6)
17

 

 

Adapun pengertian wakalah menurut istilah, dirumuskan dengan 

redaksi yang berbeda-beda oleh  para ulama. Berikut beberapa pendapat 

para ulama yang dikutip oleh  Hendi Suhendi, yaitu:  

a. Seseorang menggantikan atau menempati tempat yang lain dalam hak 

(kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu. (Malikiyah)  

b. Seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan). 

(Hanafiyah)  

c. Suatu ibarah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk 

dikerjakan ketika hidupnya. (Syafi’iyyah) 

d. Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk 

orang lain sebagai gantinya dalam bertindak. (Hasbi Ash Shiddiqie)  

e. Seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain 

yang dibAntara kan oleh  syara’ supaya yang diwakilkan dapat 

mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang 

mewakilkan masih hidup. (Idris Ahmad).
18

  

Berdasarkan berbagai pengertian wakalah yang dikemukakan oleh  

                                                             
16

 Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-

Qur'an Tawid & Terjemah, (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 73 
17

 Ibid, h. 367 

18
 Hendi Suhendi, Op.Cit., Muamalah, h. 231- 233. 
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para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wakalah merupakan 

penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh  satu pihak kepada pihak lain 

untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan yang diperbolehkan oleh  

syara’ dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. 

Wakalah dalam praktik jual beli terjadi ketika sipemilik barang 

menunjuk orang lain atau untuk mewakili dirinya menjual sesuatu. Orang 

yang diminta di wakilkan harus menyerahkan barang yang akan dia 

kirimkan untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak. 

Penerima kuasa (wakil) boleh  menerima komisi (al-ujur) dan boleh  tidak 

menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah/ tolong menolong). 

Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad ijarah/ sewa 

menyewa. Wakalah dengan imbalan disebut dengan wakalah bil-ujrah, 

bersifat mengikat dan tidak boleh  di batalkan secara sepihak 

2. Dasar Hukum Wakalah Islam  

Islam membolehkan seseorang mewakilkan suatu tindakan atau 

urusan tertentu kepada orang lain. Hal ini disebabkan karena tidak semua 

orang mampu mengerjakan urusannya sendiri, maka ia membutuhkan 

orang lain yang bisa mewakilinya dalam menangani urusan tersebut. 

Adapun dalil yang membolehkan mengenai wakalah ini, antara lai 

a. Al Qur’an  

Diantara ayat Al Qur’an yang menjadi dasar dibolehkannya 

wakalah, antara lain : 

 ٓ ِٖٓ زِ هْ سِقِكُىْ  َٕ ا احََذَكُىْ ثِ ْٕٓ ُْٚخَِ فبَثْعَخُ ذِ ًَ اِنَٗ انْ  
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Artinya: “...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke 

kota dengan membawa uang perakmu ini...”. (Al Kahfi ayat 

19)
19

 

ٍْ اَْْهِٓبَ ب يِّ ًً حَكَ َٔ  ّٖٓ ْْهِ ٍْ اَ ب يِّ ًً ا حَكَ ْٕ  فبَثْعَخُ

Artinya: “Maka kirimlah seorang utusan dari keluarga laki- laki dan 

hakam dari keluarga wanita” (An Nisa ayat 35)
20

 

b. Al Hadits  

Diantara hadits yang menjadi dasar dibolehkannya wakalah, 

antara lain : 

عٍَ جبثش سظٙ الله عُّ أٌ انُجٙ َحش حلاث ٔستٍٛ ٔأيش عهٛب  

 سظٙ الله عُّ أٌ ٚزثح انجبقٙ )سٔاِ يسهى(

Artinya: “Dari jadir r.a bahwa nabi SAW. Menyembelih kurban 

sebanya 63 ekor hewan dan ali RA. Disuruh menyembelih 

binatang kurban yang belum disembelih” (HR. muslim)
21

 

 

3. Rukun dan Syarat Wakalah  

Wakalah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, 

sehingga wakalah tersebut dapat dikatakan sah oleh syara’. Rukun 

wakalah terdiri dari beberapa hal, antara lain:  

a. Muwakkil (orang yang mewakilkan)  

b. Wakil (orang yang mewakili)  

                                                             
19

 Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, 

h. 265. 

20 Ibid, h. 72 

21
 Hadits Riwayat Muslim, No. 1542.  
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c. Muwakkal Fih (sesuatu yang diwakilkan)  

d. Shigat (ijab dan qabul)  

Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam akad wakalah, 

antara lain: 
22

 

1) Orang yang mewakilkan (Muwakkil)  

Syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan 

menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan 

dirinya sendiri. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak 

sah menjadi muwakkil karena tidak termasuk orang yang berhak 

untuk bertindak. 

2)  Orang yang mewakili (Waki) 

Syaratnya ialah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu 

idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal.
23

 

3) Muwakkal Fih (sesuatu yang diwakilkan)  

  Syarat- syaratnya adalah: 

a) Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan 

oleh orang lain. Oleh  karena itu, tidak sah untuk mewakilkan 

untuk mengerjakan ibadah seperti salat, puasa, dan membaca 

al Qur’an.  

b) Pekerjaan itu dimiliki oleh  muwakkil sewaktu akad wakalah. 

Oleh  karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang 

                                                             
22

 Abdul Rahman Ghazaly, et.al., Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed.ke- 1, Cet. 

ke- 1, h.189.  

23
 Sayyid Sabiq dalam Hendi Suhendi, Op.Cit., h. 235. 
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belum dimilikinya.  

c) Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah 

mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti, “aku jadikan 

engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu 

anakku.”
24

  

4. Berakhirnya Akad Wakalah  

Menurut pendapat Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh  

Ahmad Wardi Muslich, terdapat beberapa hal yang menyebabkan 

berakhirnya akad wakalah, antara lain:  

a. Meninggalnya salah seorang dari orang yang melakukan akad atau 

gila. Hal tersebut dikarenakan diantara syarat- syarat wakalah adalah 

pelaku harus hidup dan berakal.  

b. Telah selesainya pekerjaan yang dimaksudkan dengan wakalah.  

c. Pemecatan oleh muwakkil terhadap wakil walaupun ia (wakil) tidak 

mengetahuinya. Ini menurut Syafi’iyah dan Hanabilah. Menurut 

Hanafiah, wakil harus mengetahui tentang pemecatan dirinya. Dengan 

demikian, tasarruf wakil sebelum tahu tentang pemecatan dirinya 

hukumnya sama dengan tasarrufnya sebelum dipecat, yakni sah.  

d. Wakil mengundurkan diri dari tugas wakalah. Dalam hal ini 

muwakkil tidak perlu tahu tentang pengunduran dirinya itu. Akan 

tetapi, menurut Hanafiah, supaya jangan merugikan, disyaratkan 

muwakkil harus mengetahui pengunduran diri si wakil.  

                                                             
24

 Abdul Rahman Ghazaly, Op.cit., h 191. 
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e. Perkara yang diwakilkan telah keluar dari kepemilikan si muwakkil.
25

 

5. Wakalah (Perwakilan) dalam Jual Beli  

Salah satu pekerjaan atau urusan yang didelegasikan atau 

diwakilkan oleh  satu pihak kepada pihak lain adalah urusan dalam jual 

beli. Dalil yang menjadi dasar dibolehkannya wakalah dalam jual beli, 

yaitu firman Allah SWT dalam surah Al Kahfi ayat 19:  

ٓىُْ  هُ نكَِ ثعََخْ كَزه َٔ ْٔ يًب اَ ْٕ ا نجَخُِْبَ َٚ ْٕ ُْٓىُْ كَىْ نجَخِْتىُْْۗ قبَنُ  قبَلَ قبَۤى ِمٌ يِّ
ا ثََُْٛٓىُْْۗ ْٕ نِٛتَسََبۤءَنُ

ذُِْٚخَِ  ًَ ٓ انَِٗ انْ ِٖٓ زِ هْ سِقِكُىْ  َٕ ا احََذَكُىْ ثِ ْٕٓ ب نجَخِْتىُْْۗ فبَثْعَخُ ًَ ا سَثُّكُىْ اعَْهىَُ ثِ ْٕ وٍْۗ قبَنُ ْٕ  ثعَْطَ َٚ

بَٓ اَ  ُْظشُْ اَُّٚٓ ٌَّ ثكُِىْ احََذًافهََْٛ لََ ٚشُْعِشَ َٔ نْٛتَهَطََّفْ  َٔ  ُُّْ ٗ طَعَبيًب فهَْٛأَتْكُِىْ ثشِِصْقٍ يِّ  صْكه

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara 

mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka 

berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka 

menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” 

Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa 

lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di 

antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu 

ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih 

baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan 

hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali 

menceritakan halmu kepada siapa pun.”
26

 

 

Perwakilan (wakalah) dalam jual beli dibedakan menjadi dua, 

antara lain: 

 

 

                                                             
25

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke- 1, h. 432 

26
 Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-

Qur'an Tawid & Terjemah, (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 265. 

26
 Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, 
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a.  Perwakilan tanpa Ikatan (Wakalah Muthlaqah)  

Wakalah mutlaqah adalah akad wakalah dimana wewenang 

dan tindakan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu.
27

 

Hendi Suhendi, di dalam bukunya mengutip pendapat Abu Hanifah 

yang menyatakan bahwa dalam akad wakalah muthlaqah, wakil 

memiliki kewenangan mutlak untuk menjual sesuatu yang 

didelegasikan kepadanya. Wakil bebas untuk menjual baik secara 

kontan atau berangsur- angsur, seimbang dengan harga kebiasaan 

maupun tidak, serta baik kemungkinan adanya kecurangan maupun 

tidak.
28

 

Pendapat Abu Hanifah tersebut berbeda dengan pendapat yang 

diungkapkan Antara  Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh Sunnah 

mengenai wakalah dalam jual beli. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa 

jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan suatu 

barang tanpa menentukan harga dan sistem pembayaran (tunai atau 

tempo), maka wakil harus menjualkannya dengan harga yang berlaku 

dan dilakukan secara tunai. Apabila ia menjual barang tidak dengan 

harga pasar atau tidak tunai maka ia harus meminta izin terlebih 

dahulu kepada pemilik barang.  

Sayyid Sabiq menambahkan bahwa tidak adanya batasan yang 

ditetapkan Antara  pihak yang mewakilkan dalam perwakilan jual beli 

                                                             
27

 Dimyauddin Djuwaini, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet.ke-2, 

h. 213. 

28
 Hendi Suhendi, Op. Cit., h.236. 
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bukan berarti pihak wakil boleh melakukan apa saja sesuai 

kehendaknya, akan tetapi ia harus mengikuti proses jual beli yang 

berlaku dan yang menguntungkan pihak yang diwakili.
29

 

b. Perwakilan dengan Ikatan (Wakalah Muqayyadah)  

Wakalah muqayyadah adalah akad wakalah dimana 

wewenang dan tindakan wakil dibatasi dengan syarat- syarat 

tertentu.
30

 Jika perwakilan bersifat terikat, maka wakil berkewajiban 

mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang 

mewakilkan. Menurut pandangan Mazhab Syafi’i apabila pihak yang 

mewakili menyalahi aturan- aturan yang telah disepakati di dalam 

akad dan hal tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka 

tindakan tersebut tergolong bathil.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Mazhab Hanafi yang 

menyatakan bahwa sah atau bathilnya tindakan pelanggaran yang 

dilakukan oleh wakil tergantung pada kerelaan pihak yang 

mewakilkan. Apabila yang mewakilkan rela dan meridhai tindakan 

tersebut maka menjadi sah dan sebaliknya, jika yang mewakilkan 

tidak meridhainya maka tindakan tersebut bathil.
31

 

6. Wakalah bil Ujrah  

Pada dasarnya, akad wakalah termasuk ke dalam golongan akad 

tabarru’, yaitu akad yang tidak mengandung unsur pertukaran 
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 Sayyid Sabiq, Op.Cit., h. 402. 
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31
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kepemilikan maupun pertukaran benda dengan benda atau uang dengan 

benda. Akad tabarru’ merupakan akad yang dilandasi dengan unsur sosial 

(tolong- menolong) antar sesama. Meskipun tergolong dalam akad 

tabarru’, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam akad 

wakalah terdapat unsur ujrah. Artinya, pihak yang mewakilkan boleh  

memberikan ujrah (upah) kepada pihak yang mewakili sebagai imbalan 

atas apa yang telah dikerjakannya. 

Salah satu hadits yang menjadi dasar dibolehkannya pemberian 

imbalan dalam wakalah, yaitu: 

تصََذَّقْ  َٔ ٌْ تسَْألََ فكَُمْ  ْٛشِ أَ ٍْ غَ   إِرَا أعُْطِٛتَ شَْٛئبً يِ

Artinya: “Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah 

(terimalah) dan bersedekahlah.”
32

 

 

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang melakukan 

sesuatu dengan niat tabarru’ (semata- mata mencari pahala, dalam hal ini 

menjadi wakil) boleh  menerima imbalan. Jika di dalam akad wakalah 

terdapat adanya pemberian imbalan, maka hukumnya sama dengan akad 

ijarah. Dengan demikian, akad ini dikenal dengan istilah akad wakalah bil 

ujrah.  

Menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyyah, dan Hanabalah yang 

dikutip Antara  Dimyauddin Djuwaini, akad wakalah bil ujrah bersifat 

mengikat. Artinya, apabila akad wakalah bil ujrah telah sempurna maka 

wakil dihukumi layaknya ajir (orang yang disewa tenaganya) yang wajib 
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untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh  muwakkil, 

kecuali ada halangan yang bersifat syar’i.  

Jika dalam akad wakalah tersebut upah tidak disebutkan secara 

jelas, maka wakil berhak atas ujrah al mitsl (upah sepadan), atau sesuai 

dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut 

tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya 

yang bersifat tabarru’. Jika demikian halnya, akad tidak bersifat mengikat, 

dan wakil memiliki hak untuk membatalkan kapan saja.
33

 

D. Jual Beli 

1.   Pengertian Jual Beli 

Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata 

lain dari al ba’i adalah al-shirah, al-mubadalah, dan at-thijarah.
28

 Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling 

mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan 

pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
34

  

Definisi Jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqih 

sebagai berikut: 

a. Hanafiyah 

 ِّ خْهِ ًِ ِّ ثِ ْٛ ةِ فِ ْٕ ْٛئِ يَشْغُ  يُجبَدَنخَشَُ

"Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya." 
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b. Malikiyah 

ْٛشِيَُبَفِعِ  ظَخعَُهَٗ غَ َٔ  عَقْذُيُعَب

"Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat." 

c. Syafi'iyah 

ْٛذِ  يَُفْعََخِعَهَٗ انتَّأثِْ ْٔ ٍِ اَ ْٛ ْٛذُيِهْكَ عَ ظَخُٚفُِ َٔ  عَقْذُيُعَب

"Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan 

kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi." 

d. Hanabilah 

ْٛذُيِهكَْ  بلٍ ٚفُِ ًَ ظَخُ يَبلٍ ثِ َٔ  يُعَب

"Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan 

memindahkan kepemilikan." 
35

 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli adalah 

pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang 

dibAntara kan). Cara yang  khusus yang  dimaksudkan ulama 

Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan 

kabul (ungkapan menjual dari penjual), atau juga boleh  dengan saling 

memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping 

itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, 

sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu 

yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat 

bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu diperjual belikan, 
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menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidaklah sah.
 

Defenisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, dan 

Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah “saling menukar harta 

dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan 

kepemilikannya”. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada 

kata “milik dan kepemilikan” karena ada juga tukar-menukar harta 

yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijarah).
 

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas, 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan 

jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara 

tertentu untuk memindahkan kepemilikan. 

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli 

manfaat. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya 

tidak sah memperjual belikannya. Malikiyah memandang manfaat 

sebagai harta kendatipun mereka tidak memandang tukar-menukar 

manfaat sebagai jual beli. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah 

memandang tukar-menukar manfaat dengan harta adalah jual beli 

apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.
36

. 

2. Landasan Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat 

manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur-an dan sunnah 

Rasulullah saw sebagai berikut: 
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a. Al-Qur'an 

وَ  حَشَّ َٔ ْٛعَ  ُ انْجَ
احََمَّ اّللهه ٕاْۗ َٔ ثه انشِّ  

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba..." (QS. Al-Baqarah [2] : 275).
37

 

 ٍْ ٌَ تجَِبسَحً عَ ْٕ ٌْ تكَُ ٓ اَ انكَُىْ ثَُْٛكَُىْ ثبِنْجبَطِمِ اِلََّ َٕ ا ايَْ ْٕٓ ا لََ تأَكُْهُ ْٕ يَُُ ٍَ اه ْٚ بَُّٓٚٓبَ انَّزِ هٚ

ُْكُىْ ْۗ  بتشََاضٍ يِّ ًً ْٛ ٌَ ثِكُىْ سَحِ َ كَب
ٌَّ اّللهه َْفسَُكُىْ ْۗ اِ ا اَ ْٕٓ ُ لََ تقَْتهُ َٔ  

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu.Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu."  ( QS. An-Nisa' (4) : 29).
38

 

Maksud dari ayat di atas adalah pada dasarnya jual beli di 

boleh kan selama tidak mengandung unsur-unsur yang tidak 

diinginkan seperti jual beli yang mengandung riba, barang-barang 

ilegal (narkoba, minuman keras dan lainnya) dan juga kita sebagai 

manusia janganlah kita memakan harta sesame dengan jalan yang 

sesat, kecuali dengan jual beli dan harus berdasarkan pada kerelaan 

atau tanpa adanya unsur paksaan
 39
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a. Hadits 

 ٍْ ْٛعُ عَ ب انْجَ ًَ ِ صهٗ الله عهّٛ ٔسهى  إََِّ َّٖ ٚقَُٕلُ قبَلَ سَسُٕلُ اللهَّ عٍ أثٙ سَعِٛذٍ انْخُذْسِ

 تشََاضٍ 

 

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang 

namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling 

rela".”
40

 

Maksudnya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-

kecurangan, mendapati berkat dari Allah SWT. Allah SWT. telah 

mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu 

tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma 

umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak 

yang tidak boleh  secara syara’ baik karena ada unsur riba atau jahalah 

(tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak dan jika yang 

diakadkan itu adalah harta perdagangan maka boleh  hukumnya. 

Selain Al-Qur‟an dan Hadis Nabi dalam Islam dikenal sumber 

hukum ketiga yakni Ijma‟ para ulama Islam yang bisa juga dijadikan 

sumber hukum dan para ulama telah sepakat bahwasanya hukum jual 

beli adalah diperbolehkan. 

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. 

Ijma„ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia 

berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, 
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dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, 

namun harus ada konpensasi sebagai imbalan baliknya. Sehingga 

dengan disyari‟atkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara 

untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, kerena 

pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan 

dan bantua orang lain.
41

 

Dari ayat-ayat dan hadits di atas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa hukum jual beli diperbolehkan asalkan tidak ada 

unsur riba di dalamnya, tidak mendapatkan (memakan) harta orang 

lain kecuali dengan jalan yang telah diperbolehkan yaitu dengan jual 

beli dan harus berdasar pada kerelaan atau tanpa adanya unsur 

paksaan, tanpa tipu daya dan tidak merugikan orang lain. 

3. Rukun Jual Beli 

Dalam menentukan rukun jual beli ada perbedaan pendapat 

diantara para ulama. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada 

satu saja yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun 

dalam jual beli hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk 

melakukan transaksi jual beli. Hal yang menggambarkan kereleaan antara 

kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli ini menurut ulama 

hanafiyah  tergambar melalui ijab dan qabul ini
42
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Menurut jumhur ulama, rukun jual-beli itu ada empat, yaitu sebagai 

berikut:
43

 

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli). 

b. Sighat (lafaz ijab dan qabul). 

c. Ada barang yang dibeli. 

d. Ada nilai tukar pengganti barang.  

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, 

dan nilai tukar barang (a, c, d) di atas, termasuk syarat jual-beli bukan 

rukun. Dalam bertransaksi perlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli 

ada tiga, yaitu akad ijab qabul), orang yang berakad (penjualan dan 

pembeli), dan ma'qud alaih (objek akad). 

4. Syarat Sahnya Jual Beli 

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun- 

rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun 

tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah 

pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si 

pembeli. Syarat jual beli diantara lain yaitu:
44

  

a. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. 

b. Orang yang mengadakan transaksi jual beli atau seseorang yang 

menggunakan harta, yaitu seseorang yang baligh, berakal, merdeka 

dan rasyid (cerdik bukan idiot). 
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c. Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau 

yang diduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang 

diwakilkan untuk menjual barang. 

d. Barang yang dijual adalah barang yang mubah untuk diambil 

manfaatnya, seperti menjual makanan dan minuman yang halal dan 

bukan barang yang haram seperti menjual khamr (minuman yang 

memabukkan), bangkai, anjing, babi dan lainnya. 

e. Barang yang dijual atau yang dijadikan transaksi barang yang bisa 

untuk diserahkan, dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa 

diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya, seperti 

menjual barang yang tidak ada. Karena termasuk jual beli gharar 

(penipu) 

f. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, 

dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut 

sehingga membedakan dengan yang lain, karena ketidak tahuan 

barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari gharar. 

g. Harga barangnya diketahui dengan bilangan nominal tertentu.
45

 

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 

a. Manfaat jual beli 

1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat 

yang menghargai hak milik orang lain  
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2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar  

kerelaan atau suka sama suka  

3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang 

dagangannya dengan ikhls dan menerima uang, sedangkan pembeli 

memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas 

pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk 

saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari  

4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang 

haram 

5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT  

6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.  

b. Hikmah jual beli 

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT 

mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan 

kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi 

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan 

seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.  

Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, 

karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam 

hubungan ini, taka da satu hal pun yang lebih sempurna daripada 

saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk 
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kemudian ia mempergunakan sesuatu yang berguna dari orang lain 

sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
46

 

E. Home Industry 

1. Pengertian Home Industry 

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. 

Sedangkan industry dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk 

barang dan ataupun perusahaan. Home industry adalah rumah usaha 

produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan 

kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini di pusatkan di rumah. Pengertian 

usaha kecil jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang 

menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih 

paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. 

Dalam  islam bekerja merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk 

memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tanggungannya, Islam sangat 

memulikan seorang yang berkerja dengan niat ibadah. Salah satu bentuk 

pekererjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan tangan sendiri dan 

jual beli yang baik.  Dalam Hadits Riwayat Ahmad (Imam Hambali), 

dalam kitabnya yang berjudul Musnad Ahmad tentang sahabat yang 

pernah bertanya pada  Rasulullah sebagai berikut: 

َّٙ صهٗ الله عهّٛ ٔسهى   ٌَّ انََُّجِ ٍِ سَافِعٍ  سظٙ الله عُّ  أَ ٍْ سِفبَعَخَ ثْ عَ

اُِ  َٔ ْٛعٍ يَجْشُٔسٍ سَ كُمُّ ثَ َٔ  ,ِِ جُمِ ثِٛذَِ مُ انَشَّ ًَ ُّ٘ انَْكَسْتِ أطَْٛتَُ? قبَلَ:  عَ سُئِمَ: أَ
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حَُّ انَْحَبكِىُ  صَحَّ َٔ اسُ،   انَْجضََّ

Artinya: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling 

baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan 

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur 

(diberkahi).”
47

 

 
Secara umum dalam pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) 

biasanya mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek nilai investasi awal 

jumlah aset dan aspek jumlah tenaga. Menurut BPS jumalah tenaga 

kerjanya di antaranya : Indusri rumah tangga (home Industry) tenaga 

kerjanya 5-9 orang, kecil tenaga kerjanya terdiri dari 10-29 0rang, industri 

menengah tenaga kerjanya  berjumlah 20-50 0rang, industri besar tenaga 

kerjanya berjumlah antara 100 orang atau lebih. Kriteria lainnya 

dalam UU No. 9 Tahun 1995 adalah milik WNI, berdiri sendiri, 

berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah 

atau besar dan berbentunk badan usaha perorangan, baik berbadan 

hukum maupun tidak.
48

 

Rumah industri merupakan suatu lingkungan atau kondisi yang 

perlu diciptakan dan dibangun agar landasan perubahan yang lebih 

kokoh dapat diwujudkan antara lain melakukan upaya-upaya proses 

pengembangan sumber daya manusia. Didalam era industrialilasi 

masyarakatnya digambarkan akan terdiri atas masyarakat yang produktif 

yang dilandasi oleh sikap mental dan motivasi yang kuat untuk maju 

                                                             
47

 HR. Ahmad 4: 141, Hasan Lighoirihi 

48
Tulus Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting, 

(Jakarta : Salemba Empat, 2002), h. 71 72. 

https://wartasambasraya.pikiran-rakyat.com/tag/paling%20baik
https://wartasambasraya.pikiran-rakyat.com/tag/paling%20baik


34 

 

 

berdisiplin, berdedikasi tinggi pada ciri keluarganya.
49

 

2. Macam-Macam Home Industry  

Untuk mengetahui macam-macam industri dapat dilihat dari 

beberapa sudut pandang. Pertama, pengelompokkan industri yang 

dilakukan oleh  Departemen Perindustrian (DP). Bahwasanya, industri 

nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu : 

a. Industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin, logam 

dan kelompok kimia dasar. Yang termasuk dalam industri mesin 

dan logam dasar, industri mesin pertanian, elektronika, kereta 

api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, 

alumunium, tembaga dan sebagainya. 

b. Industri kecil yang meliputi industri pangan (makanan, 

minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, 

pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan 

bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-

barang karet, plastic, dan lain-lain). 

c. Industri hilir yaitu kelompok aneka industri yang meliputi antara 

lain industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang 

mengolah hasil sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. 

Kelompok aneka industri ini mempunyai misi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi atau pemerataan, memperluas 

kesempatan kerja, tidak padat modal, dan teknologi yang 
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digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju.
50

 

3. Produksi 

Produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan 

hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa 

masukan atau input. Sehingga kegiatan produksi merupakan kombinasi 

antara beberapa masukan atau input yang bisa disebut faktor-faktor 

produksi yang akan menghasilkan keluaran atau output agar nilai guna 

barang atau jasa tersebut bertambah. 

Dalam suatu proses produksi dibutuhkan input yang berupa faktor-

faktor produksi yaitu alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan 

lancar. Faktor-faktor produksi antara lain adalah Capital atau modal, 

Labour atau tenaga kerja, Skill atau keahlian atau kemampuan, dan Land 

atau tanah.  

Capital atau modal bukan hanya dalam bentuk uang., modal juga 

bisa berupa alat-alat seperti mesin untuk membuat barang atau jasa, 

ataupun juga dapat berupa bangunan atau gedung yang akan digunakan 

untuk kegiatan operasional usaha. 

 Labour atau tenaga kerja dibutuhkan untuk menjalankan 

operasional alat-alat yang tersedia agar proses produksi berlangsung 

dengan semestinya. Sedangkan Land atau tanah merupakan lahan yang 

mengandung sumber daya alam atau bahan baku yang nantinya akan 
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diolah dalam proses produksi.
51

 

F. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis 

teliti, diantaranya adalah: 

1. Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, (Skripsi, 2017) berjudul “Jual Beli Kue 

Kering Dengan Sistem Titipan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi 

kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa; Praktek jual beli kue kering 

yang terjadi di UD Sri Rejeki ialah dengan menggunakan sistem Titipan 

yakni transaksi jual beli kue kering antara sales dengan pemilik toko yang 

ada di perkotaan dan di warung desa. Para sales itu menawarkan kue 

kering yang berbagai macam dengan membawa sampel untuk dititipkan di 

toko tersebut. Praktik jual beli kue kering dengan system Titipan menurut 

hukum Islam diperoleh kan karena pada dasarnya system Titipan adalah 

praktek titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujrah, 

sehingga praktek Titipan termasuk akad ijarah atau akad wakalah bil 

ujrah.
52

 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat 

pada objek penelitian, yaitu jual beli dengan sistem Titipan. Sedangkan 

perbedaaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah lokasi 
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penelitian serta dalam penelitian di atas tidak disebutkan adanya Penjualan 

diawal yang dilakukan antara kedua belah pihak. 

2. Elabe Pinti (Skripsi, 2013) berjudul “Pelaksanaan Penjualan Titipan 

Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) 

Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan penjualan Titipan pada 

IKM Pangan Kota Pekanbaru terdiri atas beberapa tahapan, yaitu tahap 

penawaran produk, tahap pembuatan perjanjian, tahap penyerahan produk, 

tahap realisasi penjualan, tahap pelaksanaan retur produk, dan tahap 

pembayaran hasil penjualan produk. Dalam penelitian ini ditemukan 

kenyataan bahwa penjualan Titipan tidak dapat mendorong IKM Pangan 

Kota Pekanbaru untuk mengembangkan usahanya secara optimal karena 

terhambat oleh beberapa faktor, antara lain, penundaan pembayaran hasil 

penjualan produk oleh  komisioner, adanya persaingan dengan produk 

sejenis, letak atau posisi pemajangan produk yang tidak strategis, serta 

adanya dominasi komisioner dalam penentuan harga jual produk. Apabila 

ditinjau menurut ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa 

penjualan Titipan pada IKM Pangan Kota Pekanbaru merupakan bentuk 

penerapan dari akad wakalah bil ujrah, yakni salah satu akad yang 

diperbolehkan oleh  syariat Islam. Meskipun akad yang yang diterapkan 

dalam penjualan Titipan telah sesuai dengan syariat Islam, namun, 

pelaksanaan penjualan Titipan pada IKM Pangan Kota Pekanbaru belum 

sepenuhnya sempurna sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan 
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karena dalam realisasi akad atau perjanjian tersebut, pihak komisioner 

telah melakukan tindakan wan prestasi, yaitu berupa tindakan penundaan 

pembayaran hasil penjualan produk dari waktu yang diperjanjikan. 

Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pengusaha IKM Pangan 

Kota Pekanbaru selaku pemilik produk.
53

 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat 

pada objek penelitian, yaitu jual beli dengan sistem Titipan. Sedangkan 

perbedaaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah lokasi 

penelitian serta dalam penelitian di atas bertujuan untuk mengembangkan 

usaha dan meningkatkan perekonomian. 

3. Nurul Mukhlisah, (Jurnal, 2018), berjudul “Titipan Dalam Perspektif 

Hukum Perjanjian Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 

Berbaga cara untuk memasarkan produk telah dilakukan oleh  perusahaan. 

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dapat ditempuh 

dengan melakukan penjualan Titipan, yaitu merupakan suatu jenis 

penjualan yang dilakukan dengan cara menitipkan sejumlah barang kepada 

pihak lain dengan memberikan komisi kepada pihak yang menjualkan. 

Berdasarkan pada prosedur-prosedur yang ada dalam perjanjian Titipan 

maka jual beli ini diperbolehkan menurut hukum perjanjian syariah. 
54

 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat 
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pada objek penelitian, yaitu sama-sama meneliti tentang sistem Titipan. 

Sedangkan perbedaaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah 

tujuan penelitian, dalam penelitian di atas bertujuan untuk menganalisis 

Titipan dalam hukum perjanjian. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang 

memiliki tujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang dengan 

keadaan sekarang dan interaksi hubungan yang terjadi pada suatu satuan 

sosial.
55

 

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara insentif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dalam 

suatu unit sosial, individu, kelompok, maupun lembaga, atau masyarakat.
56

 

Antara  karena itu pada penelitian ini, peneliti akan meneliti langsung ke 

lapangan untuk mempereroleh  data ke lokasi penelitian di Perumahan Widya 

Graha Pekanbaru. Peneliti akan melihat Bagaimana Implementasi Penjualan 

Titipan Aneka Kue Di Perumahan Widya Graha . 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek adalah penunjukan satu kesatuan tertentu baik individu maupun 

kelompok.
57

 Subjek penelitian bisa berupa orang, tempat, atau benda yang 

diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Subjek dalam penelitian ini 
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adalah pedagang yang melakukan Penjualan Titipan di Perumahan Widya 

Graha Kota Pekanbaru. 

Objek adalah perumusan masalah.
58

 Objek penelitian adalah himpunan 

elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. 

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi Penjualan Titipan aneka kue 

Antara  pelaku home industry di Perumahan Widya Graha menurut perspektif 

ekonomi Islam.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek penelitian yang berupa 

orang, benda atau yang meperoleh  atau memberikan informasi (data) 

penelitian.  Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Perumahan Widya Graha  Pekanbaru yang melakukan Penjualan 

titipan aneka kue sebanyak 35 orang. 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki 

Antara  populasi yang digunakan untuk penelitian.59 Adapun teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara purposive Sampling 

yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 60  Adapun kriteria yang 

dimaksud seperti lamanya menekuni usaha tersebut serta kuantitas makanan 
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yang dijual. Untuk itu penulis menggunakan sampel sebanyak 20 orang 

pemilik kue, serta 4 orang sebagai penjual. 

D.   Sumber data 

Sumber data yang akan digunakan oleh  peneliti ada dua jenis yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder: 

1. Data primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan.
61

 Data primer dicari melalui narasumber atau responden yaitu 

orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita dijadikan 

sasaran mendapatkan informasi atau data. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah 

pihak-pihak yang berkaitan dalam Penjualan Titipan aneka kue Antara  

pelaku home industry di widya graha pekanbaru yaitu 57 orang pelaku 

home industry yang didapatkan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling.  

purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

obyek/situasi sosial yang diteliti.
62
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2. Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data-data yang 

menjadi pelengkap dari sumber data primer. Adapun bahan sekunder 

adalah hasil pengumpulan data Antara  orang lain dengan maksud 

tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan 

mereka.
63

 Dengan demikian data sekunder penulis pergunakan dengan 

merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

E. Teknik pengumpulan data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh  

penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar 

mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan 

praktek yang ada di lapangan. 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan 

langsung ke lokasi desa yang menjadi objek penelitian . 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan 

data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan 

pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(informan).
64
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Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat 

struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan 

spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas 

sehingga terfokus pada pokok permasalahan. Dalam teknik wawancara 

ini penulis melakukan wawancara dengan pelaku Penjualan Titipan oleh  

pelaku home industry.  

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media masa, atau 

dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek 

penelitian.
65

 Seperti gambaran tentang letak geografis, foto dan data-data 

lain yang mendukung dalam penelitian ini. 

3. Dokumentasi.  

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media masa, atau 

dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.  

dan data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini. 

F.  Analisis data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh  diri sendiri 

maupun orang lain.
66
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Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan metode deskriptif sosiologis, yaitu sebuah metode analisis 

yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang 

telah terkumpul.
67

 Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi 

deskripsi terhadap obyek yang diteliti.
68

 

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pelaksanaan Penjualan 

Titipan aneka kue oleh pelaku home industry pandangan ekonomi syariah 

terhadap pelaksanaan Penjualan Titipan aneka kue oleh  pelaku home 

industry di Perumahan Widya Graha Pekanbaru. Proses analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, yaitu 

terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk 

menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara. Selama di 

lapangan, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu data 

reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion 

(penarikan kesimpulan). Setelah selesai di lapangan.
69

 

 

 

 

 

 

                                                             
67

 Margono, Metodologi Penelitian,( Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 165. 

68
 Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu 

Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), h. 

22. 

69
 Sugiyono, op.cit., h. 336-345. 



46 

 

 

G. Metode Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai 

berikut: 

 

1. Deskriptif 

Menggunakan pengumpulan data dan keterangann kemudian 

dianalisa dan disusun sedemikian rupa sebagaimana yang dikehendaki 

dalam penelitian ini.
70
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi Penjualan Titipan aneka kue antara  pelaku home industry 

dan pedagang di Perumahan Widya Graha Kota Pekanbaru  diawali 

dengan adanya  hubungan Penjualan antara muwakkil (pemilik objek 

Titipan) dengan wakil (pemilik warung) sebagai pihak yang mewakili. 

Ada beberapa kesepakatan dalam Penjualan tersebut seperti pembagian 

hasil, jumlah makanan, serta kejelasan makanan yang tidak habis terjual. 

Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Penjualan Titipan 

tersebut dapat dilakukan. 

2. Tinjauan ekonomi islam terhadap Penjualan Titipan aneka kue antara  

pelaku home industry dan pedagang di Perumahan Widya Graha Kota 

Pekanbaru  tersebut telah sesuai dengan ekonomi Islam. Dalam hal ini, 

peneliti menggunakan pendekatan wakalah bil ujrah. Berdasarkan hasil 

penelitian keseluruhan rukun dan syarat dari akad tersebut telah 

terpenuhi. 

B. Saran 

1. Kepada pemilik makanan agar meningkatkan kualitas makanan yang akan 

diperjual-belikan, yaitu dengan menggunakan bahan yang berkualitas. 

2. Kepada penjual agar membuat perjanjian yang sebelumnya berbentuk lisan 

menjadi tertulis, seperti membuat surat perjanjian, sehingga menghindari 

adanya timbul kekeliruan anatara kedua belah pihak. 
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